BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan Pasal
18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua
Atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa, perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);



Menetapkan :
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13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 478);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 18;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan

Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 18), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan
secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I (kesatu) paling cepat bulan Januari dan
paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar
20% (dua puluh persen);

b. Tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret dan
paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar
40% (empat puluh persen).

c. Tahap III (ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar
40% (empat puluh persen).

(2) Penyaluran Dana Desa secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana
Desa diterima di RKUD dan setelah persyaratan
permohonan lengkap.

2. Pasal 8 huruf g dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana
Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran
Dana Desa Tahap [ kepada Bupati Cq. Kepala BKD
melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat,
dengan dilampiri:

a. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati;
rencana penggunaan Dana Desa;
foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;
foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Bendahara Desa; dan

f.surat pernyataan pakta integritas tanggung jawab
mutlak penggunaan Dana Desa.

o a0 o

g. dihapus
3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 9 diubah dan ayat (2)
dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

(1). Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Dana Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan
penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq.
Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan
diketahui Camat, dengan dilampiri:
a. rencana penggunaan Dana Desa;
b. foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;
c. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun sebelumnya; dan

e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Bendahara Desa.
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Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat
menyampaikan laporan sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf d, Bupati melalui BUD dapat
menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan
disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1).

(2).

(3)-

Pasal 9A
Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pemberian
Dana Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan
penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati Cq.
Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan
diketahui Camat, dengan dilampiri:
a. rencana penggunaan Dana Desa;
b. foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;
c. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
d

laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Bendahara Desa.
laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%
(tuyjuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen).
Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat
menyampaikan laporan sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf d, Bupati melalui BUD dapat
menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan
disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 19

Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati

Cq. Kepala Dinas PMD.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat tanggal 7 bulan Pebruari tahun anggaran

berjalan.



(4)

(9)

(6)

(7)
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Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
bersamaan dengan permohonan pencairan Dana Desa
Tahap III dan/atau paling lambat tanggal 7 Juni
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah  batas  waktu  penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran
capaian output kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD
untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data
pada aplikasi Software.

Bupati melalui Kepala Dinas PMD dapat mendorong
proses percepatan penyampaian laporan realisasi
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Dinas PMD menerima dan meneliti laporan realisasi
penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 20

Bupati melalui Kepala Dinas PMD menyampaikan
laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada
Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur,
Menteri Dalam  Negeri, dan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II.

Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat
belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14
Pebruari tahun anggaran berjalan.

Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14
Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perbaikan setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala KPPN dapat
meminta Bupati melalui Kepala Dinas PMD untuk
melakukan percepatan penyampaian perbaikan
laporan dimaksud wuntuk selanjutnya dilakukan
pemutakhiran data pada aplikasi software.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI SUKOHARJO,
Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 2 Januari 2018

WARDOYO WIJAYA
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,
ttd
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 2



